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Pendahuluan
Secara sosio-historis maupun ekologi Indonesia merupakan negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya

hidup dari bercocok tanam. Berbagai bentuk aktivitas produksi pertanian, mulai dari pertanian sawah (padi),

perkebunan, perikanan darat dan laut serta hutan, telah menjadi mata pencaharian pokok masyarakat secara turun

temurun. Oleh karena itu, pemerintah dengan berbagai terobosan berusaha untuk meningkatkan produksi

pertanian guna meningkatkan pendapatan petani. Produktivitas pertanian didukung dengan sistem pengairan

yang baik dengan adanya pengelolaan jaringan irigasi yang baik pula

Dalam dunia pertanian terutama irigasi, water resources sustainability sangat penting, maka pengelolaan menggunakan

air untuk irigasi harus mengacu pada prinsip tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan irigasi merupakan salah satu faktor

pendukung utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian dari program swasembada beras menjadi swasembada

pangan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki tugas dan fungsi strategis yakni berkenaan dengan sumber air yang

menjadi bagian dari tugas pokok yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya air Kabupaten

Sidoarjo. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo No 76 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten

Sidoarjo.
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GAP MASALAH

Selanjutnya Gap
Masalah dalam
penelitian ini adalah :

Belum optimalnya
koordinasi antara OPD
terkait

Keterbatasan sumber
daya manusia

1

3

2

Terdapat pengambilan
air oleh masyarakat
diluar dari jadwal yang
sudah disepakati



PENELITIAN TERDAHULU

2024

“Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur
dalam Mengelola Irigasi di Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi” tahun 2024 dijumpai hasil bahwa pelaksanaan
fungsi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengelolaan irigasi di Kecamatan Kambera
Kabupatn Sumba Timur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban
pengelolaan irigasi yang belum dilakukan secara optimal .

2023

• “Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Irigasi di
Kabupaten Sleman” Tahun 2023 dijumpai hasil bahwa pengawasan internal-preventif
telah sesuai dengan yang dimandatkan oleh tugas pokok dan fungsi dan bahwa
pengawasan interval-represif telah dilaksanakan dalam bentuk sanksi. Masyarakat
melakukan pengawasan preventif dan represif dalam bentuk musyawarah dan system
pelaporan. Pemerintah mengendalikan penggunaan sumber daya air dengan
menyelenggarakan system perizinan, teguran, pembinaan, dan penyelesaian sengketa.

2023
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• Peranan Dinas Bina Marga dan SUmber Daya Air dalam
Menangani Masalah Banjir” tahun 2023 dijumpai hasil Dinas
Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam penanganan
banjirnya telah mencari akar permasalahan sehingga dapat
diketahui penyebab banjirnya. Banjir yang sering terjadi di
Perumahan tersebut dikarenakan pengelola (developer)
pembangunan tidak mengikuti Surat Rekomendasi Banjir yang
telah diberikan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.
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Teori

Peran UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam

Perawatan dan Pengendalian Saluran Irigasi di Kabupaten Sidoarjo menggunakan Teori Peran 

menurut Jim Ife yang meliputi:

Peran Fasilitator

Peran Edukasional

Peran Representasi

Peran Teknis



Metode
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Jenis penelitian yang dipergunakan pada
penelitian ini adalah penelitian kualitatif
dengan pendekatan deskriptif.. Peneliti
menggunakan teknik pengumpulan data
melalui tahap wawancara, observasi dan
dokumentasi untuk memperoleh data primer
sedangkan terkait data sekunder berasal dari
jurnal dan berita media massa. Teknik
penentuan informan yang digunakan dalam
penelitian ini ialah purposive sampling.
edangkan untuk teknik analisis data hasil
penelitian berpedoman pada model analisis
data dari Miles dan Huberman, yaitu
Pengumpulan data, reduksi data, penyajian
data, penarikan kesimpulan.
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Analisis dan Pembahasan
Peran Fasilitator

UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan peran

fasilitator dalam perawatan dan pengendalian saluran irigasi melalui pelaksanaan inspeksi rutin, pemeliharaan saluran,

penyediaan berbagai saluran pengaduan, serta tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Namun, peran tersebut belum

berjalan secara optimal karena masih terdapat kesalahpahaman antara UPTD dengan petani akibat komunikasi dan

penyampaian informasi yang belum efektif.

Peran Edukasional

Peran edukasional UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah

diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan penyampaian informasi kepada petani mengenai pengaturan

pembagian air irigasi, pola tanam, pentingnya menjaga kebersihan saluran, serta pelaporan apabila terjadi kerusakan jaringan

irigasi. Namun, kegiatan tersebut masih bersifat insidental dan belum dilaksanakan secara rutin maupun terprogram sehingga

belum sepenuhnya optimal.
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Analisis dan Pembahasan
Peran Representasi

Peran representatif UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah

diwujudkan melalui koordinasi dengan pemerintah desa, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), kelompok tani, dan

masyarakat dalam menangani berbagai permasalahan saluran irigasi, termasuk keberadaan bangunan liar dan jembatan tanpa

izin. Namun, masih ditemukannya kendala tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dan kepatuhan masyarakat masih perlu

ditingkatkan.

Peran Teknis  

UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan peran

teknis dengan baik melalui kegiatan pendataan, survei, monitoring, identifikasi kondisi saluran irigasi, dokumentasi, serta

penyusunan laporan sebagai dasar penentuan prioritas perawatan dan pengendalian. Pemanfaatan hasil monitoring lapangan

dan dokumentasi menunjukkan bahwa setiap tindakan pemeliharaan dilaksanakan berdasarkan kondisi aktual sehingga

penanganan menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
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Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, peran UPTD Air dan Jalan Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten
Sidoarjo dalam perawatan dan pengendalian saluran irigasi telah
berjalan sesuai teori peran Jim Ife. Pertama, peran fasilitator telah
dilaksanakan melalui perawatan saluran, penyediaan media
pengaduan, dan tindak lanjut laporan, meskipun komunikasi dengan
petani masih perlu ditingkatkan. Kedua, peran edukasional
dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan mengenai pengelolaan
irigasi, tetapi masih bersifat insidental. Ketiga, peran representatif
diwujudkan melalui koordinasi dengan pemerintah desa, P3A,
kelompok tani, dan masyarakat, namun masih terdapat bangunan liar
dan jembatan tanpa izin. Keempat, peran teknis dilakukan melalui
pendataan, survei, monitoring, identifikasi kerusakan, dan pelaporan
sebagai dasar penentuan prioritas perawatan. Secara keseluruhan,
peran UPTD telah berjalan cukup baik, tetapi masih diperlukan
peningkatan komunikasi, koordinasi, dan edukasi masyarakat.
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